BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 00.3.3.2/ 255" /2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN/PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH

Menimbang

Mengingat

TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026
BUPATI ACEH TENGGARA,

bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan barang milik daerah yang
tidak digunakan/dimanfaatkan lagi untuk kepentingan dinas, maka
secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah dilakukan
pemindahtanganan dengan cara penjualan/pelelangan  umum
berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan
Penjualan/Pelelangan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun Anggaran 2026.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

S. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun Anggaran 2026,

14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara Nomor 000.2.3.2/577/2026 tanggal 02 September 2026
Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara
tentang Persetujuan Penjualan/Pelelangan Barang Milik Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN/
PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

Menyetujui Penjualan/Pelelangan Barang Milik Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

Hasil Penjualan/Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan akan
disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Xkeputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
|, pada tanggal : ]G September 2026




Lampiran KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 000.2.3.2 /35S [ 2026
TANGGAL : [ b September 2026
NO Jenis Nomor Kondisi | Estimasi | Nilai Limit Ket
Barang/Nama Kode Barang Register Berat
Barang Netto
2 3 4 5 6 7 8
Jembatan Rangka | 04.13.02.03.002 0002 Scrap 123.700 | 391.717.000
Baja Natam
2 | Jembatan Rangka | 04.13.02.03.002 0004
Baja Pantai Dona
3 | Jembatan Rangka | 04.13.02.03.001 0055
Baja Pantai Dona
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